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TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH °
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA %

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan
rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan
dan belanja daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah
untuk memperoleh persetujuan bersama,;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
perwujudan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2013, sebagai Penjabaran dari Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Kota
Padangsidimpuan dengan DPRD Kota Padangsidimpuan,
pada tanggal 31Januari 2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2013;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3988);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

b
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Undang-Undang Nomorl7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
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Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4659);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5104);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013;

Peraturan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2012
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 02 Tahun
2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil
Walikota (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun
2005 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah  Kota
Padangsidimpuan Tahun 2005 Nomor 03 );

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota
Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008

Nomor 06);
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Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah Kota Padangsidimpuan

(Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2010
Nomor 03);

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun
2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2010 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomnlor 05 Tahun
2010 tentang Reribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2010 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun
2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2010 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

dan
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

I,
2.

Pendapatan Daerah

Belanja Daerah

Pembiayaan Daerah

Rp. 666.280.787.617,-
Rp. 684.117.419.925,- (-)

Defisit Rp. (17.836.632.308,-)

4. Penerimaan Rp. 24.093.912.777,-
b. Pengeluaran Rp. 6.257.280.469.- (-)

Pembiayaan Netto Rp. 17.836.632.308,-(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 0,-

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.
b.
c.

Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Dana Perimbangan sejumlah

Rp. 42.180.400.000,-
Rp.489.415.626.854,-

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp.134.684.760.763,-

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a terdiri dari jenis
Pendapatan :

a.

b
o
d

Pajak Daerah sejumlah
Retribusi Daerah sejumlah

Rp. 9.935.000.000,-
Rp. 22.485.400.000,-

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 6.410.000.000,-

Lain-lain PAD yang Sah sejumlah

Rp. 3.350.000.000,-

e
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Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah

Rp. 26.207.120.854,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.423.251.346.000,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 39.957.160.000,-

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya

Rp. 7.174.776.171,-
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah . Rp. 69.305.936.592,-
c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemda Lainnya

Rp. 58.204.048.000,-

d. Pendapatan Lainnya Rp. 0,-
Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.380.479.872.121,-

b. Belanja Langsung sejumlah Rp.303.637.547.804,-

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.368.940.651.749,-
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 3.875.000.000,-
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 4.754.026.972,-
d. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 910.193.400,-
e. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,-

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 36.817.481.620,-

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.124.113.759.255,-

c. Belanja Modal sejumlah Rp.142.706.306.929,-
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.24.093.912.777,-

b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 6.257.280.469,-

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)
sejumlah Rp. 17.836.632.308,-

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Rp. 4.597.018.106,- dan Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.1.660.262.363,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2

3.

4.

Lampiran [ Ringkasan APBD;

Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;
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11.

12,
13.

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
Daftar Piutang Daerah; .
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap
Daerah; .

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset
Lainnya;

Daftar Kegiatan—-Kegiatan Tahun Anggaran yang sebelumnya
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran
ni;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
Pasal 6

Walikota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
Kota Padangsidimpuan ini dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal Q0 Marur <wi3

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

dto.

ANDAR AMIN HARAHAP

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 5

Maret  »pl2

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

—e

KHAIRUL ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2013 NOMOR ol
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12,
13.

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
Daftar Piutang Daerah; .
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap
Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset
Lainnya;

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran yang sebelumnya
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran
ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
Pasal 6

Walikota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
Kota Padangsidimpuan ini dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,
dto.

ANDAR AMIN HARAHAP

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal

PARAP PEAAROGTEG JAD:SE
Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA 1. SEXDA KOTA ' Af'/
PADANGSIDIMPUAN, '
2. ASISTEN 1 M
'l 3. KABAG.EUKUM | K, ,
0’5‘.’7. -
4. KASUBBAG:uuene 5L
KHAIRUL ALAMSYAH Ladu By Lk

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2013 NOMOR
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11.

12.
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Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
Daftar Piutang Daerah; *
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap
Daerah; !

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset
Lainnya;

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran yang sebelumnya
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran
ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
Pasal 6

Walikota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
Kota Padangsidimpuan ini dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal Lo Mafur 2vl3

<OOUTIIAS |
RAAr R r\i,:‘i._:.i.., WALIKOTA PAD IDIMPUAN,

1. SEEDAKE 4

ANDARm HARAHAP
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5. Lampiran V
6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII

A O sl N ] AT T !

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan,;

Daftar Piutang Daerah;

-

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap
Daerah; '

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset
Lainnya;

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran yang sebelumnya
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran
ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
Pasal ©

Walikota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
Kota Padangsidimpuan ini dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal Q0 Mo 0i2

WALIKOTA PADA DIMPUAN,

M%

/ .
ANDAR AMIN HARAHAP



